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ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah diketahui bahwa perlu di pelajari strategi
panwaslih kota banda aceh dalam mengawasi pemilu inklusif pada pemilu 2024,
kesetaraan pemilih disabilitas di kota.banda aceh menurut hasil penelitian dikatakan
belum inklusif. penelitian ini_bertujuan untuk menganalisis strategi yang dilakukan
oleh panitia pengawas pemilu (panwaslih) kota bandaaceh dalam mengawasi
pelaksanaan pemilu inklusif pada pemilu 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor
yang mempengaruhi strategi tersebut. pemilu inklusif merupakan bagian penting
dari proses demokrasi yang menjamin partisipasi seluruh lapisan.masyarakat,
termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan
masyarakat adat. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi
terhadap kegiatan panwaslih selama tahapan pemilu 2024 berlangsung. hasil
penelitian menunjukkan bahwa panwaslih kota banda aceh menerapkan sejumlah
strategi pengawasan pemilu inklusif, seperti penguatan sosialisasi kepada
kelompok rentan, pengawasan aksesibilitas tempat pengumutan suara,
pembangunan jejaring pengawasan partisipatif, dan koordinasi lintas lembaga.
selain itu, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi strategi tersebut, antara
lain regulasi nasional, ketersediaan sumber daya, kerja sama dengan stakeholder,
partisipasi masyarakat, dan tingkat literasi pemilu kelompok rentan. penelitian ini
merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas pengawas, perbaikan
infrastruktur inklusif di tempat pengumutan suara, serta pelibatan lebih luas
komunitas lokal dalam pengawasan pemilu agar prinsip inklusivitas dapat
diwujudkan secara optimal.

Kata kunci: strategi pengawasan, pemilu inklusif, Panwaslih, Pemilu 2024
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum vyang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana
kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.1

Kedaulatan rakyat tersebut adalah pertama pemilihan umum secara
langsung oleh rakyat merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat untuk
menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis. Kedua penyelenggaraan
pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan hanya dapat

terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum.?

Hak politik merupakan-hak-yang-dimiliki-oleh setiap orang yang diberikan
hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna
bagi dirinya. Penyaluran hak politik di'antaranya diwujudkan melalui pemilihan
umum. Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hak politik

warga negara, baik untuk dipilih dan memilih, ikut dalam organisasi politik,

! Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar ilmu Politik, Edisi Revisi, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,
2008), 461



maupun mengikuti langsung kampanye pemilu. Hak politik juga merupakan salah

satu hak yang dijamin bagi seluruh warga negara, termasuk bagi para inklusif.?

Pemilu 2024 adalah pemilu inklusif, artinya pemilihan umum dirancang
untuk memastikan bahwa setiap"warga negara memiliki kesempatan yang setara
untuk berpartisipasi dalam pemilihan politik. Ini mencakup pengakuan dan
perlindungan hak-hak politik semua warga negara, tanpa .memandang jenis
kelamin, usia, disabilitas, etnis, agama, atau latar belakang sosial ekonomi mereka,
sepanjang memenuhi persyaratan. Pemilu 2024 dapat diselenggarakan secara

inklusif dan ramah dengan disabilitas.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun
2022 tentang Penyusunan Daftar-Pemilih® dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, pasal 4 menyebutkan syarat menjadi
pemilih di antaranya warga negara Indonesia, genap berusia 17 (tujuh belas) tahun
atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah menikah,
tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, berdomisili di wilayah NKRI yang dibuktikan

dengan KTP-el/KK, serta‘tidak sedang menjadi prajurit TNI dan anggota Polri.

Selanjutnya, Betty juga menjelaskan hak penyandang disabilitas dalam
Pemilu 2024 mulai hak untuk di daftar sebagai pemilih, hak atas informasi tentang
pemilu, hak atas TPS yang aksesibel, hak atas pemberian suara yang rahasia, hak

untuk mencalonkan diri dan dipilih menjadi anggota legislatif, menjadi presiden

3 Adrianus Bawamenewi,Implementasi Hak Politik Warga Negara,Vol.13,No.3,Juli 2019,him.43-
44



dan wakil presiden, serta menjadi kepala daerah di provinsi/kabupaten/kota, dan

hak menjadi penyelenggara pemilu di semua tingkatan.*

Adapun Isu disabilitas dalam kepemiluan memang bukan barang baru lagi,
akan tetapi isu ini masih menjadi bagian penting.yang harus menjadi perhatian
khusus bagi para penyelenggara pemilu. Terlebih, perhatian terhadap penyandang
disabilitasini bertepatan dengan akan dilangsungkannya pemilu-serentak di tahun
2024 mendatang. Yang artinya di tahun 2024 nanti penyelenggara pemilu akan
melaksanakan pemilu terbesar sehingga beban kerjanya pasti akan lebih berat

daripada pemilu yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Beban kerja yang sangat berat mau tidak mau ditanggung oleh
penyelenggara pemilu “jika  dibandingkan® dengan pemilu ataupun pilkada
sebelumnya. Karena dalam pemilu mendatang yang akan digelar bersama-sama di
seluruh daerah itu akan ada pemilihan 5 (lima) tingkat pemimpin yaitu presiden dan
wakilnya, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota.
Ditambah lagi, pada 9 (sembilan) bulan kemudian akan diselenggarakan pemilihan
gubernur yang akan dilaksanakan di 33 Provinsi° dengan minus Daerah Istimewa
Yogyakarta serta pemilihan" walikota"di '514 kota maupunkabupaten seluruh

Indonesia.’

4 Gerakan Ramah Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024 ini melibatkan semua perangkat desa,
kelurahan, dibawah monitoring oleh KPU provinsi serta KPU kabupaten/kota. (humas kpu
james/foto: james/ed dio).

5 Fitria Chusna Farisa, “Pemilu dan Pilkada Serentak 2024: Alasan, Urgensi, dan Tantangan,”
2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/14514481/pemilu-dan-pilkada-serentak-2024-
alasanurgensi-dan-tantangan.



Namun betapapun kerja keras yang harus dilakukan oleh penyelenggara
pemilu, kehadiran penyandang disabilitas dalam sistem politik sebagai ‘perspektif
disabilitas’ akan mengajarkan kepada bangsa ini bahwa pentingnya sisi
kemanusiaan. Karena kebijakan yang berimbang bagi setiap warga negara yang
memiliki latar belakang dan kondisi yang beragam juga. akan diperlukan3 .
Perubahan cara pandang kita atas perkembangan isu disabilitas juga harus menjadi
fokus utama dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana isu ini mulai
berubah dari charity based menjadi social based. Penyandang disabilitas tidak lagi
dilihat sebagai kelompok yang patut dikasihasi karena setelah disahkannya CRPD
penyandang disabilitas harus dijamin serta dipenuhi haknya sebagai seorang

manusia.®

Pelaksanaan Pemilihan Umum yang demaokratis dilakukan berdasarkan
peraturan yang berlaku dan jika ada persengketaan maka harus ada juga lembaga
yang resmi untuk menyelesaikannya. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017
merupakan dasar hukum utama untuk menangani secara represif pelanggaran

pemilihan umum.’

Ketentuan Pasal 455 ayat'(X) huruf b; mengatur bahwa pelanggaran
administratif pemilu diproses oleh ‘Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN,

dan pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam rangka

®Frichy Ndaumanu, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh
Pemerintah Daerah,” Jurnal HAM 11, no. 1 (28 April 2020): 131,
https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150.

"Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017



untuk memastikan pemilihan umum berjalan sesuai dengan azas pemilu dan
peraturan perundangan maka dibentuklah suatu komisi pemilihan umum yang

bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Dalam sistem pemilu.disindonesia dikenal.lembaga penyelenggara pemilu
yang merupakan satu kesatuan fungsi, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU),
Badan Pengawas ' pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan »Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Adapun lembaga pengawas pemilu di
Indonesia, yaitu Badan Pengawas Pemilu untuk tingkat pusat, Badan Pengawas
Pemilu untuk tigkat Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk
tingkat Kabupaten/Kota hingga jajaran ke level kecamatan, desa/kelurahan. Bahkan
untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) hingga level paling bawah dibentuk

pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).®

Pemilu 2024 adalah pemilu inklusif, yang artian pemilihan umum dirancang
untuk memastikan bahwa setiap warga Negara memiliki kesempatan yang setara
untuk memastikan bahwa setiap warga Negara memiliki kesempatan yang setara
untuk berpartisipasi dalam pemilihan politik.” Kesetaraan hak pilih ini menjadi
salah prioritas pemilu demokrasi yang ditandai dengan pelaksanaan pemilu inklusif.
Dalam bidangan kepemiluan, inklusif memiliki makna yang sama dengan kata

dalam bahasa inggris, yakni inclusive.

Arti inklusif dapat diartikan yang pertama, meliputi atau termasuk semua

hal, yang kedua, terbuka untuk semuanya, tidak terbatas untuk kelompok orang

8 Munte, Hardi,Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada, (Yogyakarta: Puspantara:
2017), him. 4



tetentu, ketiga, termasuk dalam batasan dan segala sesuatu didalamnya. Dengan
demikian pemilu inklusi berarti pemilu yang diselenggarakan dengan memberikan
kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga Negara yang telah berhak
memilih, tanpa memandang suku, ras, agama,jenis kelamin, penyandang disabilitas

atau sosial ekonomi.dan lainnya.

Sebagai upaya untuk mengakomodasi kebutuhannya tersebut, sudah
sepantasnya pemilu inklusi terlaksanakan. Hal ini dilakukan demi meminimalisir
kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan sebagai bentuk upaya
perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok
disabilitas yang mewakili 15 persen dari jumlah penduduk yang ada. Mereka
terbilang sebagai kelompok minoritas terbesar didunia. Selain itu, sekitar 82 persen
dari penyandang disahilitas berada di negara-negara‘ berkembang dan hidup
berkekurangan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan,

pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layake®

Dengan begitu banyaknya kaum disabilitas di Indonesia yang mencapai
hingga 30,38 juta jiwa maka pertu adanya dukungan program dan kegiatan yang
mengacu pada asas kesetaraan hak bagi penyandang cacat atau disebut difabel
tersebut yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan serta didukung
dengan sarana dan prasarana khusus bagi kaum penyandang dengan kecacatan atau
difabel. Di dalam konteks hak asasi manusia (HAM), salah satu tanggung jawab

utama pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah adalah untuk memberikan

9 PROPEL.Inklusi Penyandang Disabilitas Di Dindonesia (Jakarta) Inretnasional Labour
Organization,Jakarta ILO 2013,him. 1.



penghormatan, pelindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi
manusia. kewajiban tersebut melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat dan
bersifat universal. Sama dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Merupakan
salah satu upaya pelindungan _dan pemenuhan hak tersebut yakni kepada

penyandang disabilitas.

Pengaturan mengenai HAM telah ada sejak disahkannya Pancasila sebagai
dasar pedoman Negara Indonesia, meskipun secara tersirat. Baik itu yang
menyanngkut tentang hubangan manusia dengan tuhan yang maha Esa, maupun
hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terdapat didalam nilai-nilai yang
terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila.'® Di samping itu, di dalam
Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 juga telah disebutkan bahwasanya
setiap warga negara memiliki kedudukan dan-hukum yang sama. Hak asasi manusia
juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 ayat 1 dan Pasal 43 Undang-undang nomor
39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia serta disebutkan pula di dalam pasal 5

Undang-undang nomor 7 tahun 2017.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat
kodratif dan fundamental sebagai ‘suatu ‘anugerah Allah yang harus dihormati,
dijaga, dan‘dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.'' Dalam hal
ini, maka setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya
dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut dan

bersifat universal, hak tersebut juga tidak dapat dicabut. Hal ini berarti seburuk

10 Muhammad Sadi, Hukum Hak Asasi Manusia, Vol.1, No.2. Desember 2021,hIm.92.
11 Dwi Sulissworo, Hak Azasi Manusia, 11 Maret 2018. him 2



apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau seberapa kejam perlakuan
seseorang itu ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki

hak. Oleh karena itu hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Provinsi Aceh. Sebagai salah
satu pusat pemerintahan, upaya pemerintah Banda Aceh dalam kaitannya dengan
pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas adalah dengan-memperbaiki
pelayanan disabilitas dengan cara mengembangkan keterlibatan penuh bagi
penyandang disabilitas dalam masyarakat. Istilah ini dikenal dengan sebutan
inklusif. Untuk mewujudkan kota ramah disabilitas (KRD) secara inklusif, kepala
daerah Banda Aceh menandatangani piagam jaringan wali kota Indonesia untuk

kota inklusif.

Piagam ini ditujukan untuk menyatakan kembali komitmen para wali kota
untuk melakukan aksi-aksi yang direkomendasikan di dalam piagam tersebut, demi
melindungi dan memenuhi serta mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas
tanpa ada diskriminasi, sesuai dengan prinsip yang telah dipromosikan oleh the
United Nations Conventions on the Rights of People with Disabilities (UNCRPD)
pada kegiatan “High Level Meeting of Mayors for Inclusive City” atau Pertemuan
Tingkat Tinggi Wali Kota pada Kota ramah disabilitas. Bahkan, Pada Tahun 2022
Banda Aceh dinobatkan menjadi kota inklusif dan ramah bagi penyandang
disabilitas, ditandai dengan adanya kesepakatan atau Memorandum of
Understanding (MoU) vyang didukung dan ditandatangani oleh lembaga
internasional yaitu United Nations Educational, Scientific and Cultural

Organization (UNESCO).



Penyandang disabilitas juga mendapatkan hak yang sama untuk memilih
dan dipilih dalam pelaksanaan pemilihan umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal
350 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017. "Bahkan pada pemilu 2019, ada salah
seorang disabilitas tuna netra menjadi calon_ legislatif DPRK Banda Aceh,"

(Saifullah, 2023)

Oleh karena itu, menurut Saiful, sebagai bentuk dukungan kepada pemilih
disabilitas, ada beberapa aspek perlu diperhatikan. Diantaranya Tempat
Pemungutan Suara (TPS) yang mudah diakses. la mencontohkan jika menggunakan
sekolah sebagai TPS, maka harus dilaksanakan di bangunan yang tidak bertingkat.
Selain itu menyediakan formulir pendamping disabilitas saat di TPS, serta
sosialisasi yang melibatkan forum disabilitas. "Juga akses jalan yang tidak

berbatuan, agar memudahkan jalan kursi roda bagi penyandang disabilitas”.*?

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan-mencoba untuk meneliti
mengenai “Strategi Panwaslih Kota Banda Aceh dalam mengawasi pemilu
Inklusif”.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah masalah utama yang akan menjadi objek penelitian.
Dalam fokus penelitian-ini, peneliti dapat merumuskan masalah terlebih dahulu

supaya tidak terjadi perluasan permasalahannya yang nantinya tidak sesuai dengan
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tujuan peneliti. Fokus penelitan disini adalah Melihat Strategi panwaslih Kota

Banda Aceh dalam mengawasi pemilu Inklusif Pada Pemilu 2024.

1.3

Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penyusunan tugas akhir.ini penulis merumuskan

masalah kedalam beberapa bentuk kalimat pertanyaan :

1.4

1. Bagaimana strategi yang dilakukan panwaslih Kota Banda Aceh dalam
mengawasi pemilu Inklusif Pada Pemilu 2024 ?
2. Apasaja faktor yang mempengaruhi strategi panwaslih Kota Banda Aceh

dalam mengawasi pemilu Inklusif Pada Pemilu 2024 ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan-masalah di atas, ‘maka  diperoleh tujuan

penelitian sebagai berikut :

1.5

1. Untuk mengetahui dan. memahami<bagaimana implementasi Strategi
Yang dilakukan panwaslih Kota Banda Aceh dalam mengawasi pemilu

Inklusif Pada Pemilu 2024.

2. "Untuk mendeskrisikan dan memahami apasaja faktor yang
mempengaruhi Strategi panwaslih Kota Banda Aceh dalam mengawasi

pemilu Inklusif Pada Pemilu 2024.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan

dapat memberikan manfaat terhadap beberapa aspek, antara lain :



1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah
ilmu pengetahuan dalam hal pengembangan peranan dan strategi Strategi

panwaslih Kota Banda Aceh dalam mengawasi pemilu Inklusif Pada Pemilu

berikan informasi

Aceh dalam

Spildldeln

AR-RANIRY

10



